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PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN
Perubahan pola pikir dan kesadaran masyarakat yang semakin
mengetahui hak dan kewajibannya menuntut Rumah Sakit untuk

meningkatkan mutu pelayanan,dan tanggung jawab Rumah Sakit dalam

instansi yanfl #femiliki stakeholders interal §hal ini mengakibatkan
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" Hermien Hadiati KoeswadjiHukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum
Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak). Penerbit PT Citra Aditya Baktl.
Bandung. 1988

* Sofwan Dahlan, Kewajiban dan Fungsi Rumah Sakit (tidak dipublikasikan) dalam Maten
Kullah *Hospital By Law® Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum
Kesehatan Unika Soegijapranata, Semarang, 2009



yang cukup dan berkesinambungan. Hal ini mengakibatkan mahalnya
biaya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit

Hak dasar manusia atas kesehatan merupakan hak asasi individual
yang berangkat dari transaksi terapetik dengan kedudukan para pihak
yang tidak sederajat. Kedudukan pasien sebagai subjek dalam transaksi
tersebut mengalami perubahan menjadi subjek yang berkedudukan sama

sebagal subjek hukum* Pasgh 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar
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kan Pasal 34 ayat

Sall Guffon Mukti Moertjahjo. Sistem Jaminan Kesehatan Konsep Desentralisasi
Terintegrasi. Magister Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen AsuransilJaminan
Kesehatan Fakufias Kedokteran Universitas Gajah Mada bekerja sama dengan Asosiasi
Jaminan Sosial Daerah Yogyakarta. 2008 Halaman 11-14

“ {iermien Hadiatl Koeswadji Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik. Penerbit
PT Citra Aditya Bakti Bandung, 1882



pelayanan kesehatan. Undang Undang No.44 tahun 2009 tentang Rumah
Sakit pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa Rumah Sakit berkewajiban
menyediakan sarana pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau
miskin. Selain itu Rumah Sakit juga wajib melaksanakan fungsi sosial bagi
pasien yang tidak mampu. Namun pada kenyataannya tidak demikian,
beberapa Rumah Sakit tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan

ketentuan. Bahkan menurut Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit
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“Kurniantere, RS Umum Tidak Boleh Jadi Sumber APBN/APBD. Diunduh dari
hitp: //www suarapembaruan.com/News/2008/08/28/Kesra/kes01 him tanggal 12
Desember 2008




B. PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian mengenai latar belakang tersebut di atas, maka

dalam penelitian tesis ini dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah,

yaitu sebagal berikut:

1. Bagaimanakah yang dimakgud dengan kewajiban Rumah Sakit?

irumuskan

ah Sakit:

Unsur-unsur



